
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAW A BARA T 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 74 TAHUN 2021 

TENTANG 

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH FARMASI 

PADA DINAS KESEHATAN 

Menimbang 

Menging t 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (3) 
Pera turan Bupa ti Tasikm alaya Nomor 39 Tahun 202 1 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat 
Daerah , pe u menetapkan Pera uran Bupati tentang 

emben kan, Sus n an rganisasi, Tu gas dan Fungsi serta Tata 
Kerja ni Pelaksana Teknis Daerah Farma si pada Dinas 
Keseha an; 

1. Undang-Un da ng N m r 14 Ta h un 1950 ten tang Pem bentukan 
Da ah-Daerah bu paten Dalam Lin gkungan Propin s i Djawa 
Bara t ( erita Negara Republik Ind onesia Tahun 1950), 
seb gaim an telah diu bah dengan Undang-Un dang Nomor 4 
Tahun 1968 ten ta ng Pembentukan Kabupaten Purwakarta 
d Kabu aten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pem ben tukan Daerah-Daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Prop ·nsi Djawa Barat 
(Le bar Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3 1, 
Tam baha Lembara n Negara epublik Indonesia Nomor 
2851); 

2. Undang-Undang Nom or 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambah an Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah d iubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 



Menetapkan 
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

4 . Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2016 Nomor 1); 

5. Peraturan Daerah Ka bupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 
2016 tentang Urusan Pemerintahan yang m enjadi 
Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahu n 2016 
Nomor 3); 

6 . Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 
Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ta sikmalaya 
Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Ta sikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 ten tang Perubahan Kedua 
a tas Peraturan Daerah Kabupa ten Tasikmalaya Nomor 7 
Tahun 20 16 tentang Pemben tukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lem baran Daerah Kabupaten Ta sikmalaya Tahun 
202 1 Nomor 3 ); 

7 . Peraturan Bu pati Ta sikmalaya Nomor 39 Tahun 202 1 tentang 
Kedudukan, Susu nan Orga nisasi, Tugas da n Fungsi 
Perangkat Daerah (Berita Daerah Ka bupaten Tasikmalaya 
Tahun 2021 Nomor 39); 

8. Peratu ran Bupati Tasikmalaya Nom or 52 Tahu n 2021 tentang 
Tugas dan fungsi Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 202 1 Nomor 52). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT 
PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN 
PADA DINAS KESEHATAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
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1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 

3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya. 

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya. 

5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya 
disebut UPTD Laboratorium Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah 
Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya. 

6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD 

adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan pada 

Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya. 
7. Kelompok J abatan Fungsional a dalah ja ba ta n pegawai n egeri sipil yang 

melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenan g dan h ak yan g didasarkan 
pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri. 

BAB II 

PEMBENTUKAN 

Pa sa12 

Dengan P raturan Bupati ini, dibentuk UPTD Laboratoriu m Kesehatan Kelas A 
pada Din a s Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya. 

BABIII 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

Pasal3 

(1) UPTD Labora tor iu m Kesehatan sebagaimana d im aksud dala m Pasal 2 
merupakan u nsur pelaksana teknis operas·on al Dinas di la pangan dalam 

pengel laa n dan pelayanan lan gsung kepada m a syaraka t di bidang 

laboratoriu m kesehatan. 
(2) UPTD Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin 

oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

Bagia n Kedua 

Tugas 

Pasal4 

UPTD Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang diberikan oleh 
Kepala Dinas dalam bidang pelayanan laboratorium yang meliputi pelayanan dan 

pemeriksaan spesimen dan pemeriksaan parameter lingkungan sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mempunyai wilayah kerja 
pada seluruh aspek pelayanan laboratorium kesehatan. 
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Bagian Ketiga 
Fungsi 

Pasal5 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD 
Laboratorium Kesehatan mempunyai fungsi : 
a. Pelaksanaan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan langsung kepada 

masyarakat di bidang laboratorium kesehatan; 

b. Pelaksanaan pelayanan laboratorium yang meliputi pelayanan pemeriksaan 
laboratorium kesehatan untuk menunjang diagnose penya kit ; 

c. Pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan 
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepa la Dina s . 

BAB IV 
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN 

Bagian Kesatu 
Susunan Organisasi 

Pasal6 

(1) Susu n an 0 ganisasi UPTD Labora toriu m Kesehatan terdiri dari: 
a. Kepa la UPTD; 
b. Su bba gian Tata Usaha ; dan 
c. Kelom pok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan struktur organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran. 

Bagian Kedua 
Kepegawaian 

Paragraf 1 
Pengangkatan dan Pemberhen tian 

Pas al 7 

(1) Kepala UPTD sebagaimana d imaksud dalam Pasal 6 aya t (1) huruf a diangkat 
dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas. 

(2) Pejabat pelaksana danfatau peja bat fungsional di lingkungan UPTD 
Laboratorium Kesehatan diangkat dan diberh entikan oleh pejabat yang 
berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(3) Ketentuan lain mengenai kepegawa ian diatur sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

Paragraf2 
Eselon 

Pasal8 

(1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a 
merupakan jabatan struktural eselon IV.a. 

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) 
huruf b merupakan jabatan struktural eselon IV.b. 
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BABV 
RINCIAN TUGAS UNIT 

Bagian Kesatu 
Kepala UPTD 

Pasa19 

(1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a 
mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian, pengawasan dan 
koordinasi seluruh kegiatan tugas dan fungsi UPTD Laboratorium Kesehatan 
dalam kegiatan pelayanan dan pengelolaan UPTD Laboratorium Kesehatan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya ng berlaku sesuai dengan 
kewenan gan yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala UPTD mempunyai rincian tu ga s meliputi : 
a. Melaksanakan koordinasi dan pengawasan kegiatan UPTD Labora torium 

Kesehatan; 
b. Melaksanakan pembinaan aparatu r, pemeliharaan prasarana dan sarana di 

lin gkungan UPTD Laboratorium Kesehatan; 
c. Melaksanakan pengaturan penggunaan prasarana dan sarana yang 

diperlukan untuk kegiatan dan pelayanan UPTD La boratorium Kesehatan; 
d. Melaksanakan kegiatan tugas di lin gkungan UPTD Laboratorium Kesehatan 

sesuai dengan bidang dan fungsinya masing-masing; 
e. Melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan dan 

pelayanan la boratoriu m kesehatan; 
f. Melaksanakan pengelola an laboratorium keseh a tan; 
g. Melaksanakan pengusula n kebut h a n pera latan dan perlengkapan 

laboratoriu m kesehatan; 
h. Melaksanakan pengusulan keb tuhan sarana dan para sarana UPTD 

Laboratorium Kesehatan; 
1. Melak sanakan pencata tan setia p kegiatan laboratorium kesehatan, 

mengen ai pelayanan pemeriksaan spesimen secara bakteriologi, 
parasitologi, virologi, kimiawi, serologi dan patologi klinis dan pemeriksaan 
parameter lingkungan secara kimiawi dan bakteriologi dan fisik; 

J. Melaksanakan pengembangan dan peningkatan pelayanan laboratorium 

kesehatan kepada masyarakat ; 
k. Melaksanakan kesekretariatan pada UPTD Laboratorium Kesehatan; 
1. Melaksanakan pengelolaan keuangan UPTD Laboratorium Kesehatan; 

m. Melaksanakan koordinasi dan keIja sarna dengan unit keIja terkait; 
n . Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas UPTD 

Laboratorium Kesehatan; dan 
o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 
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Bagian Kedua 
SUbbagian Tata U saha 

Pasal10 

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b 
mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administratif, 
mengoordinasikan, mengendalikan kegiatan ketatausahaan, pengelolaan 
kepegawaian, penyusunan program dan penyusunan akuntansi dan laporan 
keuangan di lingkungan UPfD Laboratorium Kesehatan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbagian Tata Usaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi : 
a. Menyusun rencana kerja UPTD Labora tor ium Keseh a tan; 
b. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlen gkapan di 

lingkungan UPfD Laboratorium Kesehatan; 
c . Melaksanakan pengelolaan adminis trasi kepegawaian di lingkungan UPTD 

Laboratorium Kesehatan; 
d. Melaksa nakan pengelolaan administrasi keuangan UPTD Labora torium 

Keseh atan; 
e. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan ketatalaksanaan UPTD 

La b ratorium Kesehatan; 
f. Melaksanakan pembinaan ketatausahaan, kearsipan dan kepegawaian di 

lin gkungan UPTD Laboratorium Kesehatan; 
g. Melaksanakan pendokumenta sian tata naskah dinas dan pengelolaan 

kearsipan; 
h. Melaksanakan penyusunan rencana usulan anggaran penda patan dan 

belanja UPTD Labora toriu m Kesehatan; 
1. Melaksanakan penyusunan rencana usulan kebutuhan dan pem eliharaan 

sarana dan prasarana UPfD Laboratorium Kesehatan; 
J . Melaksanakan pen ca tata n dan penyimpanan aset dan perlengka pan UPTD 

Labora toriu m Kesehatan ; 
k. Mela ksanakan pela poran hasil pela ksanaan tu gas kepada Kepa la UPTD; 
1. Melaksan aka n koordinasi dengan unit kerja terkait di lin gkungan UPTD 

Laboratorium Keseh atan; dan 
m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

BABVI 
TATA KERJA 

Pa sal 11 

(1) Kepala UPfD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a secara 
teknis operasional dan administratif berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan. 

(2) Setiap pegawai di lingkungan UPTD Laboratorium Kesehatan baik teknis 
operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala UPfD. 

(3) Dalam melaksanakan tugas setiap pegawai baik pejabat struktural, pelaksana 
dan pejabat fungsional harus menegakkan prinsip-prinsip koordinasi, 
integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun 
horizontal. 
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BAB VIII 
PEMBIAYAAN 

Pasal13 

Pembiayaan UPTD Farmasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan sumber lain yang sah dan tidak 
mengikat. 

BABIX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 14 

Pada saat m u lai berlaku nya Pera tu ran Bu pati ini, peja bat yang ada tetap 
mendu du ki jabatannya dan mela ksanakan tugasnya sampai dengan 
ditetapkannya pejabat ya g baru berdasarkan Peraturan Bupati ini. 

BAB X 
KETENTU N PENUTUP 

Pasa l 15 

Dengan berlakunya Peraturan Bupa ti ini maka Peraturan Bu pa ti Tasikmalaya 
Nomor 10 5 Tahun 20 19 tentang Pembentu kan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi Serta Tata Kerja Un it Pelaksa n a Tekn is Daerah Farmasi Pada Dinas 
Kesehatan dan Pengendalian Pendu duk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 16 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempa tannya dalam Ber ·ta Daerah Kabupaten Ta sikmalaya. 

Diundangkan di Singaparna 

pada tanggal 4 Oktober 2021 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR74 
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PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
74 TAHUN 2021 
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 
FARMASI PADA DINAS KESEHATAN. 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH FARMASI 

PADA DINAS KESEHATAN 
KABUPATEN TASIKMALAYA 

KEPALA UPTD 

I l 

: 
KELOMPOK 

JABATAN FUNGSIONAL 

•.. ! I 
SUBBAGIAN 

I TATA USAHA 
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